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The aim of the study was to identify the performance of the loan service of the Bank Rakyat Indonesia, seed 
institution (seed agency and PT. Pertani), and producer and fertilizer distributor (PT. Pusri) in supporting the rice agribusiness 
input subsystem. The data were analyzed using cross tabulation and performance evaluation based on input, output, outcomes 
and benefit indicators.The results of the study indicated that the performance of the Bank Rakyat Indonesia, PT. Pertani, and 
seed agency was categorized as low.  This means that these institutions cannot support the rice agribusiness input subsystem.  
Whereas the performance of PT. Pusri was categorized as high, meaning that this institution has succeeded in supporting the 
rice agribusiness input subsystem in Parigi Moutong district.   
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I.  PENDAHULUAN 
Secara konsepsional, sistem agribisnis 
diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari 
pengadaan dan penyaluran sarana produksi 
(input) sampai dengan pemasaran produk-
produk yang dihasilkan oleh usahatani. 
Menurut Saragih (2001), sistem agribisnis 
mencakup empat subsistem, yaitu : a) agribisnis 
hulu, b) usahatani atau disebut juga sebagai 
sektor pertanian primer, c) agribisnis hilir, dan 
d) jasa layanan penunjang. Karena sistem ini 
merupakan suatu runtut kegiatan yang 
berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, 
keberhasilan pengembangan agribisnis sangat 
tergantung pada kemajuan yang dapat dicapai 
pada setiap subsistemnya. 
Rangkaian kegiatan dalam sistem 
agribisnis digerakkan oleh berbagai kelembagaan.  
Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis 
sangat menentukan keberhasilan pembangunan 
pertanian di masa depan. Menurut Pakpahan 
(2000), kelembagaan merupakan hal yang strategis 
yang akan mengatur interdependensi antar 
manusia. Sumberdaya alam, manusia, modal 
dan teknologi merupakan syarat keharusan, 
tetapi tidak memenuhi  syarat  kecukupan dari  
upaya pembangunan. Tersedianya perangkat 
kelembagaan merupakan syarat kecukupan, 
karena dengan adanya perangkat ini sumberdaya 
dapat dialokasikan dan dimobilisasi           
secara optimum.   
Salah satu masalah utama dalam 
pengembangan agribisnis padi adalah kebijakan 
penyediaan sarana produksi, terutama benih, 
pupuk, pestisida dan permodalan.  Pada saat ini 
pengadaan dan distribusi benih padi masih 
didominasi oleh PT. Sang Hyang Seri (SHS) 
dan PT. Pertani, dan hanya sebagian kecil benih 
diproduksi oleh penangkar swasta lokal.  
Tumbuhnya penangkar swasta yang memproduksi 
benih tidak berlabel dengan kualitas cukup 
memadai dan harga relatif murah mengindikasikan 
besarnya potensi permintaan akan benih padi.  
Umumnya penangkar swasta lokal tidak memiliki 
fasilitas yang memadai seperti pengeringan, 
gudang dan alat pengujian. Kecenderungan 
meningkatnya permintaan benih padi yang 
bermutu di tingkat petani, dan volume benih padi 
yang diproduksi oleh penangkar swasta lokal 
menyebabkan pasar benih padi semakin kompetitif. 
Sejalan dengan semakin ketatnya 
persaingan pasar benih, mekanisme pasar 
pupuk juga mengalami penyesuaian. Dalam 
upaya menciptakan peningkatan efisiensi dalam 
tataniaga pupuk, pemerintah menerapkan paket 
1) Staf Pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas 
Pertanian Universitas Tadulako, Palu. 
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kebijaksanaan Desember 1998 yang meliputi : 
(1) menghapus perbedaan harga pupuk yang 
dialokasikan untuk tanaman pangan dan 
perkebunan, (2) menghapus secara penuh subsidi 
pupuk, dan (3) menghilangkan monopoli 
distribusi dan membuka peluang bagi distributor 
pendatang baru. Kebijakan ini, khususnya 
penghapusan subsidi pupuk dan dibebaskannya 
jalur distribusi pupuk membawa perubahan besar 
dalam distribusi pupuk dan tingginya persaingan 
di semua lini dalam pemasaran pupuk. 
Penyesuaian kebijakan pemerintah 
dibidang input produksi, tidak hanya menyangkut 
aspek perbenihan dan pupuk, namun juga 
menyentuh aspek pembiayaan usahatani.  Sebagai 
salah satu unsur pelancar, pembiayaan usahatani 
merupakan instrumen kebijakan pemerintah 
yang dipandang relevan dalam mendukung 
petani yang tergolong petani berlahan sempit 
dengan modal terbatas. Sumber pembiayaan 
usahatani yang tersedia di perdesaan meliputi 
kredit program bersubsidi, kredit bank komersial 
dan kredit informal. 
Kabupaten Parigi Moutong merupakan 
sentra produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Produksi padi di kabupaten ini menyumbang 
30,38 % terhadap produksi padi provinsi. Dalam 
posisinya sebagai daerah penyangga pangan 
provinsi, pengembangan agribisnis padi masih 
dihadapkan pada masalah keterbatasan akses 
terhadap sarana produksi, terutama benih 
berlabel, pupuk dan permodalan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Anasiru, dkk (2000) menunjukkan 
bahwa petani di kabupaten ini umumnya 
menggunakan benih yang berasal dari hasil 
pertanaman sendiri setelah digunakan beberapa 
kali musim tanam. Padahal untuk menghasilkan 
produk pertanian yang berkualitas tinggi harus 
dimulai dengan penanaman benih bermutu, yaitu 
benih yang menampakkan sifat-sifat unggul     
dari varietas yang diwakilinya. Petani juga 
menggunakan pupuk dalam jumlah yang tidak 
sesuai anjuran, karena pupuk seringkali tidak 
tersedia mulai dari gudang PT. Pusri sampai 
dengan lini IV (KUD dan Kelompok Tani).   
Penelitian ini mengkaji peran kelembagaan 
subsistem input dalam mendukung agribisnis 
padi. Dengan mengasumsikan faktor pendorong 
selain kelembagaan tidak berubah selama proses 
analisis, alternatif rekayasa kelembagaan dapat 
menjadi perhatian, untuk mengoptimalkan 
kinerja sistem agribisnis.  Peran masing-masing 
lembaga didekati melalui pengukuran kinerja 
lembaga dalam mendukung agribisnis padi. 
Pengukuran kinerja menurut Mustopadidjaya 
(2003) didasarkan pada kelompok :                 
(1) Masukan (inputs); (2) Keluaran (outputs); 
(3) Hasil (outcomes); (4) Manfaat (benefits); 
dan (5) Dampak (impacts). 
II. BAHAN DAN METODE 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
kelembagaan subsistem input produksi dalam 
agribisnis padi, dan dibatasi pada kelembagaan 
formal. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor 
Cabang Pembantu (KCP) Parigi mewakili lembaga 
permodalan. Balai benih tanaman pangan dan    
PT. Pertani mewakili lembaga perbenihan, dan   
PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) mewakili lembaga 
penyedia pupuk. 
Untuk memperoleh gambaran indikator 
hasil (outcomes) dan manfaat (benefit) kinerja 
lembaga, dilakukan wawancara terhadap       
107 petani sampel, dan 20 orang pedagang 
pengecer.  Petani yang dijadikan sampel adalah 
petani yang tergabung dalam kelompok tani dan 
mempunyai pengalaman berusahatani lebih dari 
5 tahun. Penentuan petani sampel dilakukan 
secara purposive berdasarkan proporsi jumlah 
kelompok tani pada setiap kecamatan.         
Data yang dikumpulkan adalah data selama dua 
musim tanam terakhir 
Tahap pertama dalam pengukuran 
kinerja ialah melakukan penghitungan  realisasi 
pencapaian kerja (program) setiap lembaga.  
Untuk menjelaskan realisasi pencapaian 
program/kegiatan masing-masing lembaga 
digunakan teknik tabulasi silang. Kemudian 
dilakukan pembobotan untuk setiap indikator. 
Pembobotan dilakukan berdasarkan proporsi 
masing-masing indikator dalam pengukuran 
kinerja. Berdasarkan bobot masing-masing 
indikator, kemudian ditetapkan nilai capaian 
indikator kinerja (NCIK) dengan formulasi : 









NCIK = Nilai Capaian Indikator Kinerja  
P = Persentase Realisasi Program Lembaga 
BS = bobot skor 
∑ BS = total bobot skor 
(Santoso, dkk, 2005). 
Berdasarkan nilaian capaian indikator 
kinerja (NCIK), kemudian ditentukan ukuran 
kinerja dengan menggunakan rating scale,   
yaitu : (i) skor lebih kecil 60 menunjukkan 
kinerja lembaga rendah; (ii) skor 60 – 80 
menunjukkan kinerja lembaga sedang; dan (iii) 
skor kinerja berada diatas 80 menunjukkan 
kinerja lembaga tinggi.   
Untuk  menentukan indikator hasil 
(outcomes) dan manfaat (benefit) kinerja 
lembaga, dilakukan penghitungan pendapatan 




PU  = Pendapatan usahatani (Rp/ha) 
NP  = Nilai produksi (Rp/ha) 
BP  = Biaya Produksi (Rp/ha) 
P    = Produksi (kg) 
H   = Harga hasil (Rp/kg) 
BT  = Biaya tetap (fixed cost) (Rp/ha) 
BV  = Biaya Variabel (Rp/ha) 
(Soekartawi, dkk.,1994). 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Kinerja Bank Rakyat Indonesia (BRI)     
KCP Parigi 
Di Kabupaten Parigi Moutong kredit 
yang diakses oleh petani padi lima tahun 
terakhir adalah KUT (Kredit Usahatani) dan      
224 kelompok tani dengan luas lahan 1. 
Kupedes. Realisasi KUT untuk TP 1999/2000 
tercatat sebesar Rp. 3.112 milyar, atau 155,6 
persen dari plafond yang tersedia sebesar       
Rp. 2 milyar. Kredit ini tersalur melalui lima 
unit KUD/koperasi kepada 245,06 ha.  
Terhitung sejak musim tanam 2000/2001 
petani tidak lagi menerima kredit program 
bersubsidi. Pada periode yang sama pemerintah 
melaksanakan program pemberdayaan petani 
melalui pemberian Kredit Ketahanan Pangan 
(KKP). Bantuan ini merupakan modal kelompok 
tani untuk mengembangkan permodalan yang 
dikelola sendiri. Komponen dana bantuan 
mencakup pembelian sarana produksi, 
pengembangan usaha dan modal kelompok. 
Namun sejak dikucurkan, program ini belum 
terealisasi di Kabupaten Parigi Moutong. Salah 
satu penyebabnya adalah buruknya kinerja 
pengembalian KUT, karena syarat untuk 
memperoleh fasilitas KKP adalah tidak 
mempunyai tunggakan KUT. Total tunggakan 
pengembalian tercatat sebesar Rp. 27.258,241 
juta atau 57 persen dari akumulasi penyaluran 
selama tahun 1995 – 2000 yang sebesar        
Rp. 15.471,263 juta.    
Selain kredit bersubsidi, petani juga 
mengakses kredit komersial yang disediakan oleh 
BRI. Skim kredit yang paling banyak diakses oleh 
petani adalah Kupedes (Kredit Umum Pedesaan). 
Selama lima tahun terakhir realisasi Kupedes 
kepada petani padi tercatat sebesar Rp. 2.875,000 
juta, kepada 859 orang nasabah. 
  Indikator hasil (outcomes) dalam 
pengukuran kinerja BRI didasarkan pada 
produktivitas petani penerima kredit. Berdasarkan 
hasil penelitian, terdapat perbedaan produktivitas 
antara petani penerima kredit dengan yang tidak 
menerima kredit. Petani yang menerima kredit 
(baik KUT maupun Kupedes) tercatat sebanyak 
48 orang (44,86 persen). Produktivitas padi dari 
petani penerima kredit rata-rata sebesar         
5,34 ton/ha GKP (Gabah Kering Panen), 
dengan harga gabah Rp. 1250,- berarti nilai 
produksi Rp.6.675.000,-. Sementara produktivitas 
padi dari petani yang tidak menerima kredit 
rata-rata sebesar 2,73 ton/ha GKP atau senilai 
Rp. 3.432.415. Berarti terdapat perbedaan   
51,12 persen nilai produksi antara petani yang 
memperoleh kredit dengan yang tidak 
memperoleh kredit. 
Peningkatan produksi diharapkan akan 
meningkatkan pendapatan petani, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
petani. Pendapatan petani yang memperoleh 
kredit sebesar Rp. 3.666.724 per hektar per 
musim tanam, sementara pendapatan petani 
yang tidak memperoleh kredit sebesar           
Rp. 1.710.377 per hektar per musim tanam. Ini 
PU = NP – BP, dimana    
NP = P x H, dan  





berarti terdapat perbedaan 51,12 persen 
pendapatan petani yang memperoleh kredit dan 
yang tidak memperoleh kredit. 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, 
ternyata kinerja BRI di Kabupaten Parigi 
Moutong tergolong rendah dengan skor 52,03. 
Ini menunjukkan bahwa BRI tidak berhasil 
mendukung kegiatan pembiayaan dalam subsistem 
input agribisnis padi di kabupaten ini. Apabila 
mengacu pada indikator yang ditetapkan, 
rendahnya realisasi penyaluran Kupedes sebagai 
input bagi pembiayaan usahatani merupakan 
salah satu penyebab ketidakberhasilan kinerja 
lembaga ini. Kupedes hanya menjangkau     
3,99 persen debitur potensial yang ada.  
Keadaan ini menunjukkan bahwa akses petani 
untuk memperoleh kredit pada BRI masih sulit.  
Pada umumnya yang dapat mengakses BRI hanya 
pemilik gilingan (RMU) dan pedagang saprodi 
3.2.  Kinerja Balai Benih dan PT. Pertani 
Perbenihan di Kabupaten Parigi Moutong 
dibagi ke dalam tiga kelompok komoditi, yaitu 
benih padi, benih palawija dan benih 
hortikultura. Penyaluran benih di kabupaten ini 
melibatkan PT. Pertani dan balai benih sebagai 
lembaga formal dan penangkar swasta sebagai 
lembaga non formal.   
Di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 
tiga balai benih tanaman pangan, satu berstatus 
balai benih utama (BBU) dan dua berstatus balai 
benih pembantu (BBP).  Dalam dua musim tanam 
terakhir, Balai Benih Pembantu (BPP) telah 
menyalurkan benih padi sebanyak 13,6 ton (86,45 
persen) dari 14,1 ton yang diproduksi. Untuk 
musim tanam yang sama, benih yang disalurkan 
oleh  PT. Pertani di Kabupaten Parigi Moutong 
sebanyak  66 ton, atau 6,42 persen dari 1.028 ton 
yang diproduksi. Sementara penangkar swasta 
menyalurkan benih sebanyak 113 ton. Jumlah 
penangkar swasta di kabupaten ini tercatat 
sebanyak 26 orang dengan luas penangkaran 24 ha.  
Rata-rata penyaluran benih padi setiap 
tahunnya oleh balai benih dan PT. Pertani sebesar 
39,46 persen dari total benih yang tersalur.  
Sementara pasokan benih penangkar swasta rata-
rata sebesar 60,56 persen. Ini menunjukkan bahwa  
pangsa pasar benih di kabupaten ini didominasi 
oleh penangkar swasta. Tumbuhnya penangkar 
swasta yang memproduksi benih tidak berlabel 
dengan kualitas cukup memadai dan harga relatif 
murah ini mengindikasikan besarnya potensi 
permintaan akan benih padi. 
Berdasarkan areal tanam yang seluas 
49.447 ha, kebutuhan benih padi untuk kabupaten 
ini tercatat sebesar 1.236,17 ton. Sementara 
realisasi penyaluran sebesar 192,6 ton, atau 
hanya mencukupi 19,53 persen dari kebutuhan. 
PT. Pertani dan balai benih hanya mampu 
memasok 8,07 persen dari kebutuhan benih. 
Pasokan benih berlabel yang rendah ini 
menunjukkan perlu kebijakan peningkatan 
kapasitas produksi PT. Pertani dan balai benih 
tanaman pangan. Peningkatan kapasitas produksi 
benih  balai benih dapat ditempuh antara lain 
melalui perluasan areal penangkaran dan menjalin 
kerjasama dengan penangkar swasta lokal. 
Kebijakan peningkatan kapasitas produksi balai 
benih ini hendaknya diikuti pula dengan alokasi 
anggaran yang lebih besar. Karena selama       
ini alokasi anggaran untuk pengembangan 
perbenihan relatif terbatas. 
Varietas yang digunakan oleh petani di 
kabupaten ini terdiri atas delapan jenis varietas, 
yaitu Ciliwung, Sintanur, Memberamo, Way Apu 
Buru, Cisantana,  Tukad balian, Tukad Unda, dan 
IR-42. Dari delapan varietas tersebut, terdapat lima 
varietas yang diserap cukup luas oleh petani, yaitu 
Memberamo (70 persen), Ciliwung (9,4 persen), 
Sintanur (5,55 persen), Way Apu Buru (5 persen) 
dan IR-42 (4,4 persen).  
Benih yang disalurkan oleh PT. Pertani 
dan balai benih sebagian besar adalah benih 
jenis ES/extension seeds (benih sebar). Harga 
benih  jenis ini di tingkat petani berkisar antara 
Rp.3.500 – 3.800 per kg. Sementara harga 
benih jenis ES yang ditetapkan pemerintah 
sebesar Rp. 2.135 per kg. Ini berarti terdapat 
perbedaan harga Rp. 1.356 per kgnya             
(39 persen). Hasil penelitian menunjukkan 
produktivitas padi dari petani yang menggunakan 
benih berlabel 4,35 ton per ha atau setara          
Rp. 5.443.032, sedangkan produktivitas padi dari 
petani yang tidak menggunakan benih berlabel 
3,49 ton per ha, atau setara Rp. 4.362.500. Ini 
berarti terdapat perbedaan 19,77 persen 
produktivitas petani yang menggunakan benih 
berlabel dengan yang menggunakan benih   
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tidak berlabel. Karena produksi berpengaruh 
terhadap pendapatan, jelas terdapat perbedaan 
pendapatan antara petani yang menggunakan 
benih berlabel dengan yang tidak menggunakan 
benih berlabel. Pendapatan petani yang 
menggunakan benih berlabel rata-rata sebesar 
Rp. 2.815.437 per hektar, atau lebih besar 49,45 
persen dibandingkan pendapatan petani yang 
tidak menggunakan benih berlabel.   
Sebagian besar petani responden 
menggunakan benih berlabel (81,31 persen).   
Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan 
pentingnya penggunaan benih berlabel ditingkat 
petani cukup tinggi, sedangkan 18,69 persen 
petani menggunakan benih varietas lokal yang 
diperoleh melalui penangkar swasta ataupun 
yang diproduksi sendiri. Petani menganggap 
harga benih berlabel masih terlalu mahal 
dibandingkan dengan memproduksi sendiri 
(Rp. 3.500/kg vs Rp. 1.500 per kg). Umumnya 
petani membeli benih hanya sekali dalam satu 
tahun, yaitu pada musim tanam pertama (musim 
hujan), dan untuk musim tanam selanjutnya 
mereka menggunakan benih produksi sendiri. 
Berdasarkan analisis data, kinerja lembaga 
perbenihan di kabupaten ini tergolong rendah, 
dengan skor 42,71.  Keadaan ini menunjukkan    
PT. Pertani dan balai benih tanaman pangan 
tidak berhasil dalam mendukung subsistem 
input agribisnis padi. Lembaga ini hanya 
mampu mencukupi 11,67 persen kebutuhan 
benih. Ini berarti masih terdapat kesenjangan 
antara kebutuhan benih dan kemampuan 
lembaga perbenihan sebagai pemasok benih 
berlabel, padahal kesadaran petani untuk 
menggunakan benih berlabel cukup tinggi.   
Namun kesadaran petani untuk 
menggunakan benih berlabel tidak diikuti dengan 
penggunaan sarana produksi secara rasional. 
Kenyataan dilapangan menunjukkan petani 
cenderung menggunakan benih secara berlebihan, 
jauh di atas jumlah yang dianjurkan. Petani 
menggunakan benih 30-35 kg per hektarnya, 
sementara yang dianjurkan adalah 20-25 kg per ha. 
3.3. Kinerja PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) 
Cabang Palu 
Untuk satu tahun terakhir, realisasi 
penyaluran urea di kabupaten Parigi Moutong 
sebesar 12.179,3 ton (75,69 persen), 6.805,5 ton 
TSP/SP-36 (234,95 persen), dan 6.659,8 KCl 
(357,68 persen). Realisasi penyaluran urea hanya 
memenuhi 75,69 persen dari target.  Sebaliknya, 
realisasi TSP/SP-36 dan KCl melebihi target yang 
ditetapkan.  Realisasi penyaluran pupuk baik 
di atas maupun di bawah rencana akan 
menyebabkan terjadi langka pasok dan lonjak 
harga baik antar musim maupun antar daerah  
(Kariyasa dan Yusdja, 2005). Sebagai contoh, 
realisasi penyaluran pupuk di atas rencana pada 
bulan-bulan tertentu akan menyebabkan 
kekurangan pasok dan lonjak harga pada bulan-
bulan lainnya, mengingat pupuk urea bersubsidi 
jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. 
Berdasarkan luas areal tanam padi dan 
sesuai dosis anjuran penggunaan pupuk yang 
direkomendasikan oleh BIMAS, maka 
kebutuhan pupuk di Kabupaten Parigi Moutong 
masing-masing : 14.841,1 ton urea; 4.944,7 ton 
TSP/SP-36; dan 4.944,7 ton KCl. Ternyata 
bahwa realisasi penyaluran pupuk urea di 
bawah kebutuhan petani. Realisasi penyaluran 
urea hanya memenuhi 82,1 persen  kebutuhan.  
Sebaliknya realisasi TSP/SP-36 dan KCl diatas 
kebutuhan masing-masing sebesar 137,63 persen 
dan 134,68 persen.  Realisasi penyaluran pupuk 
urea yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan 
petani mengakibatkan kelangkaan pupuk dan 
harga pupuk urea yang melonjak jauh diatas 
harga eceran tertinggi (HET). Harga pupuk urea 
ditingkat petani tercatat sebesar Rp. 1.300 –   
Rp. 1.400 per kg. SP-36 Rp. 1.600 per kg,    
KCl Rp. 1.800 per kg dan ZA Rp. 1100 per kg. 
Hasil penelitian menunjukkan, 12,15 persen 
petani responden hanya menggunakan pupuk 
urea. 22,43 persen, menggunakan urea + SP-36, 
dan 65,42 persen menggunakan urea + SP-36 + 
KCl. Produktivitas padi dari  petani yang 
memupuk lengkap (Urea + TSP/SP-36 + KCl) 
rata-rata sebesar 5,03 ton per hektar, lebih 
tinggi  50,1 persen dibandingkan dengan petani 
yang tidak memupuk lengkap.  Demikian pula 
pendapatan petani yang melakukan pemupukan 
lengkap lebih besar 46,89 persen dibandingkan 
dengan yang tidak memupuk lengkap. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
kinerja PT. Pusri tergolong tinggi dengan skor 
96,87. Ini berarti PT. Pusri berhasil dalam 
mendukung subsistem input agribisnis padi      
di Kabupaten Parigi Moutong. Meskipun 
realisasi penyaluran urea lebih rendah dibandingkan 
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dengan kebutuhan, namun realisasi penyaluran 
TSP/SP-36 dan KCl jauh di atas kebutuhan.  
Selain itu indikator hasil menunjukkan terdapat 
perbedaan antara petani yang memupuk lengkap 
dengan petani yang tidak melakukan pemupukan 
secara lengkap. Ini berarti penggunaan pupuk 
sebagai input dalam usahatani berpengaruh 
terhadap produksi padi. Produksi tertinggi 
terjadi di Kecamatan Sausu, yaitu sebesar 
58.376 ton, menyumbang 30,70 persen terhadap 
produksi kabupaten.  Sementara produksi terendah 
di Kecamatan Kasimbar yaitu 3.558,3 ton.   
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
Kinerja kelembagaan subsistem input 
produksi dalam agribisnis padi berkisar dari  
rendah sampai  tinggi.  Kinerja BRI, balai benih 
dan PT. Pertani tergolong rendah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga ini 
tidak berhasil mendukung subsistem input 
dalam agribisnis padi, sementara kinerja PT. Pusri 
tergolong tinggi, yang mengindikasikan bahwa 
lembaga ini berhasil mendukung subsistem input 
dalam agribisnis padi. 
4.2.  Saran 
Peningkatan kinerja BRI sebagai 
lembaga pembiayaan dapat dilakukan dengan 
memberikan kemudahan prosedur untuk mengakses 
kredit bagi petani, dan keluwesan penyertaan 
jaminan dan cara pembayaran kredit.  Selanjutnya 
PT.  Pertani dan balai benih perlu meningkatkan 




Anasiru, R.H., L.Hutahean, A. Prabowo, dan IGP. Sarasutha.  2000.  Analisis dan pemecahan masalah-masalah pembangunan 
pertanian wilayah Sulawesi Tengah.  Laporan Kegiatan Tahun 2000, BPTP Sulawesi Tengah. 
 
Downey, David W., dan Steve P. Erickson. 1989.  Manajemen agribisnis.  Erlangga.  Jakarta.             
 
Gomes. 1990.  Manajemen sumberdaya manusia.  Andi Offset.  Yogyakarta. 
 
Hasibuan, N.  1999.  Kelembagaan pendukung bagi pengembangan agribisnis di bidang tanaman pangan dan hortikultura nusantara.  
Pustaka Sinar Harapan.  Jakarta. 
 
Hutabarat, B., dan B. Rahmanto.  2007.  Who hill get benefits from the rules and mechanisms of protection of trade 
liberalization impact?  Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 25 No. 1, Juli 2007.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi 
dan Kebijakan Pertanian.  Badan Litbang Departemen Pertanian. 
 
Maulana, M., N. Syafa’at dan P. Simatupang. 2006. Analisis kendala dan kebijakan revitalisasi produksi padi.                  
Jurnal Agro Ekonomi Vol. 4 No. 2, Oktober 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.  Badan 
Litbang Departemen Pertanian. 
 
Nurmanaf, A.R.  2007.  Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani.  Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 
Vol 5 No. 2, Juni 2007.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.  Badan Litbang Pertanian. 
 
Pakpahan, A.  2000.  Kerangka analitik untuk penelitian rekayasa sosial : Perspektif ekonomi institusi,  dalam Efendi 
Pasandaran (dkk), Prosiding Patanas, Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi 
Pertanian.  Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian 
RI.  Bina Laktana.  Bogor. 
 
Rachman, B., I.W. Rusastra dan K. Kariyasa.  2004. Sistem pemasaran benih dan pupuk dan pembiayaan usahatani.  Prosiding 
Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.  Departemen Pertanian. 
 
Santoso, P., A.  Suryadi, H.  Subagyo dan Beny, V.L.  2005.  Dampak teknologi sistem usaha pertanian padi terhadap 
peningkatan produksi dan pendapatan usahatani di Jawa Timur.  Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 
Pertanian, Vol. 8 No. 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.  Badan Litbang Pertanian.  
 
 128 
Saragih, B. 2001.  Agribisnis : Paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian (kumpulan pemikiran).                
PT. Loji Grafika Griya Sarana.  Bogor. 
 
Soekartawi, A. Soeharjo, J.L. Dillon, J.B. Hardaker.  1994.  Ilmu usaha tani dan penelitian untuk pengembangan petani kecil.  
UI-Press.  Jakarta. 
 
Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi kelembagaan untuk kecepatan pembangunan sektor pertanian dalam otonomi daerah.          
Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4 No. 4, Desember 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian.  Badan Litbang Pertanian 
 
agribisnis, 122, 123, 125, 126, 127 
kelembagaan, 122, 123, 127, 128 
padi, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 
 
